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Abstract  
This study aims to analyze Indonesia’s national interests in its post-2025 
membership in BRICS by employing the national interest framework, particularly 
classical realism. BRICS has evolved into a strategic alliance of emerging 
economies that exerts significant influence in the multipolar world order. However, 
to date, there has been no specific study examining Indonesia’s position after 
formally joining BRICS, either from the perspective of foreign policy or national 
interest. Drawing on a literature-based method, this research reviews 85 Scopus-
indexed journal articles (2020–2025), international media reports, and official 
government documents. The findings demonstrate that Indonesia’s membership in 
BRICS reflects a rational effort to pursue vital and strategic interests, such as 
securing alternative financing through the BRICS New Development Bank (NDB), 
enhancing diplomatic influence in the Global South, and diversifying external 
partnerships. Within the framework of the “free and active” foreign policy. 
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PENDAHULUAN  

Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) Keanggotaan 

Indonesia dalam BRICS pada tahun 2025 menandai pergeseran signifikan 

dalam konstelasi politik luar negeri Indonesia. Sebagai negara yang sejak awal 

kemerdekaan memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif, langkah ini 

menjadi awal memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana Indonesia 

mempertahankan prinsip tersebut dalam sebuah koalisi ekonomi-politik yang 

kerap diasosiasikan dengan poros non-Barat (RI, 2025). Di sisi lain, 

keanggotaan ini membuka peluang besar bagi Indonesia dalam mengakses 

pembiayaan alternatif, memperluas pasar dan memperkuat posisi geopolitik 

Indonesia sebagai bagian dari negara semi-periphery (Melya Putri et al., 2023). 

Penelitian ini mengkaji kepentingan nasional Indonesia dalam BRICS pasca 

2025 dengan menggunakan teori kepentingan nasional sebagai lensa analisis. 
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Fokus utama diarahkan pada identifikasi dan klasifikasi kepentingan vital 

strategis, dan sekunder Indonesia serta bagaimana prinsip bebas aktif 

diadaptasi dalam tatanan global multipolar. Dengan pendekatan kualitatif dan 

studi literatur. 

BRICS sebagai kekuatan geopolitik dan geoekonomi yang menjadi 

tandingan bagi blok Barat, bersamaan dengan negara semi-periphery lainnya 

institusi ini mewadahi pergeseran menuju tatanan dunia yang lebih adil dan 

multipolar (Gehre, 2020). BRICS aktif dalam membangun sistem global 

kolaboratif dan inovatif sebagai pemberdayaan terutama dalam memperkuat 

kerja sama ekonomi dan perdagangan (Khakim & Zubaidi, 2024). Momentum 

Indonesia pada tahun 2025 bergabung dengan BRICS menjadi langkah baru 

Indonesia untuk memperluas jejaring diplomatik dan ekonomi di tengah 

dinamika geopolitik dan geoekonomi yang semakin multipolar, BRICS dianggap 

sebagai alternatif terhadap dominasi Barat (Arbar, 2025). Bergabung dengan 

kelompok ini menjadi salah satu pengaruh hubungan Indonesia dengan negara-

negara barat terutama Amerika Serikat, dan berpotensi menciptakan 

ketegangan di dalam ASEAN, dikarenakan Indonesia memiliki posisi penting 

dalam peran kepemimpinan (Lee et al., 2025). Tidak dapat terelakkan hal 

lainnya seperti ketegangan normatif juga menjadi salah satu polemik tambahan 

antara prinsip bebas-aktif Indonesia dengan karakter blok Timur (Maulana et 

al., 2024). Menjadi anggota baru dalam organisasi internasional yang di 

dominasi oleh blok tertentu bukan sebuah hal yang mudah, keberagaman latar 

belakang antar negara ideologi negara, politik, ekonomi, di antara anggota 

negara-negara BRICS memiliki potensi dalam menimbulkan konflik akibat 

ketidak konsistenan dalam merespons isu global (Maulana et al., 2024). 

Keinginan Indonesia setelah resmi menjadi anggota BRICS penting untuk 

diketahui dikarenakan banyak hal di berbagai aspek yang dapat menjadi 

kesempatan bagi Indonesia dalam mempererat kerja sama politik, ekonomi, 

keamanan hingga sosial budaya, selain karena Indonesia tidak hanya ingin 

mendapatkan sokongan dana dari negara-negara Blok Timur namun juga 
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membuat Indonesia tidak terlalu bergantung pada Blok Barat (BBC News, 2024). 

Konsistensi Indonesia yang berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dalam 

kerangka keanggotaan (Balitbang, 2025). Berdasarkan pernyataan inti oleh 

Hans J Morgenthau ia mengatakan “kelangsungan hidup-perlindungan 

identitas fisik, politik dan budaya perambahan oleh negara-negara bangsa lain”. 

Lebih lanjut “konsep kepentingan nasional memang menjadi landasan 

kebijakan luar negeri suatu negara yang lebih modern. Hal ini dapat 

memberikan kriteria untuk pelaksanaan urusan luar negeri dan ukuran 

keberhasilannya (Hans J. Morgenthau & Alfred A. Knopf, 1948).  

Peluang Indonesia pasca bergabung dengan BRICS banyak menawarkan 

sejumlah kesempatan strategis negara dari sebuah organisasi internasional 

dapat dilihat dari sumber data yang dikumpulkan bahwa salah satu keinginan 

Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas hal ini dikarenakan BRICS 

memiliki potensi pasar lebih dari 3 miliar jiwa, sehingga harapan yang 

diinginkan dalam memperoleh pangsa pasar yang jauh lebih besar agar produk-

produk Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batu bara dan tekstil dapat dijual 

dengan lebih luas (Balitbang, 2025). Selain itu, Indonesia tidak terlalu 

bergantung dengan negara-negara barat dan dapat mendiversifikasi mitra 

dagang. Hal lainnya dalam memberikan keuntungan potensi strategis yakni 

kerja sama dengan negara-negara BRICS seperti China dan India yang 

membuka peluang besar dalam meningkatkan daya saing ekonomi domestik 

Indonesia (Balitbang, 2025). Namun demikian, bergabungnya suatu negara 

dalam suatu institusi kelompok tertentu tidak dapat terelakkan dari sejumlah 

tantangan yang harus dihadapi, sehingga dapat menjadi hambatan dalam kerja 

sama yang diinginkan, hal lainnya ialah adanya persaingan internal oleh 

negara-negara yang mendominasi mengakibatkan ketegangan dalam 

pengambilan keputusan kolektif lebih lanjut tekanan dari negara Barat yang 

tentunya tidak dapat dihindari sebagai penantang tatanan global Barat, 

Indonesia berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi secara 

langsung dari negara-negara Barat seperti Amerika. Di sisi lain kebutuhan 
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reformasi domestik dalam memanfaatkan peluang BRICS, Indonesia perlu lebih 

kuat dalam meningkatkan daya saing produk, hal ini sebagai bentuk dari 

reformasi di sektor industri, dan mengembangkan sumber daya manusia 

(Subinarto, 2025). Hal lainnya keanggotaan BRICS membutuhkan komitmen 

jangka panjang dan koordinasi yang kuat antar Kementerian serta stabilitas 

politik domestik agar manfaat yang diperoleh dapat optimal (Wardah, 2025).  

Dalam mengkaji penelitian kepentingan Indonesia bergabung dengan 

BRICS, tulisan ini mengambil penelitian terdahulu untuk memberikan landasan 

yang relevan namun belum sepenuhnya menjawab pertanyaan bagaimana 

prinsip politik bebas aktif Indonesia dapat diintegrasikan dalam aliansi tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khakim & Mahfud Zubaidi (Khakim & 

Zubaidi, 2024)  mengenai “The Indonesian Government’s Plan to Join BRICS 

Under Leadership of Prabowo Subianto” penelitian tersebut membahas tentang 

bagaimana pemerintah membingkai keanggotaan BRICS tetap sejalan dengan 

prinsip bebas aktif hal ini menunjukkan bahwa ada dilema normatif, namun 

tidak mengupas secara mendalam dari aspek teoritis kepentingan nasional. 

Penelitian ini menggunakan analisis wacana dari narasi pemerintah, media, dan 

diskursus internasional. Substansi yang di bahas oleh Zubaidi berfokus pada 

narasi politik tentang rencana keanggotaan BRICS mengkaji persepsi dan 

wacana (soft power framing) dan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam 

membedakan klasifikasi kepentingan baik dalam vital sebagai stabilitas 

ekonomi, strategis pengaruh geopolitik di Global South, sekunder dalam hal 

diplomasi teknologi dan penguatan soft power, kontingensi dalam mitigasi 

resiko geopolitik BRICS vs G7. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ubaidi, karena tidak membahas teori kepentingan nasional 

secara komprehensif dan masih berfokus pada fase sebelum keanggotaan resmi 

Indonesia di BRICS (pra-2025). Dalam konteks keanggotaan Indonesia yang 

telah resmi dalam BRICS. Sorotan utama penelitian ini adalah bagaimana 

prinsip bebas aktif diterjemahkan ke dalam dinamika dunia multipolar saat ini. 

(Khakim & Zubaidi, 2024). 
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Sementara itu, penelitian dari jurnal kedua oleh Asep Setiawan (Setiawan, 

2025) yang membahas tentang “Indonesia’s Join BRICS: Balancing Economic 

Opportunites and Geopolitical Challenges in a multipolar World”. Pembahasan 

mengenai potensi dan kepentingan Indonesia dalam keanggotaan BRICS telah 

berkembang sejak lebih dari satu decade terakhir. Sejak awal 2010 silam, 

Indonesia telah beberapa kali disebut sebagai kandidat yang cukup potensial 

untuk menjadi anggota BRICS, meskipun hingga 2025 baru secara resmi 

bergabung. Namun, perlu dicatat bahwa berdasarkan penelusuran literatur 

akademik terkini menggunakan basis data Scopus, belum terdapat kajian 

ilmiah yang secara spesifik dan mendalam membahas posisi Indonesia pasca 

bergabung dengan BRICS sebagai anggota tetap penuh. Sebagian besar studi 

yang ada masih bersifat prediktif atau eksploratif terhadap kemungkinan 

keanggotaan Indonesia, serta belum mengintegrasikan pendekatan teoritis 

kepentingan nasional secara sistematis.  

Salah satu studi yang relevan dilakukan oleh Sazmand (Sazmand, 2024), 

yang menyoroti ambiguitas Indonesia dalam merespon ajakan bergabung 

dengan BRICS sebelum 2025 studi tersebut menyebutkan bahwa meskipun 

Indonesia diundang untuk menghadiri KTT BRICS dan menunjukkan minat, 

namun komitmen formal Indonesia masih tertahan oleh kehati-hatian strategis, 

terutama karena pertimbangan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan 

orientasi ekonomi global yang lebih mengarah pada multilateralisme (Sazmand, 

2024). 

Namun tentu terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan. Studi oleh 

Mbara dan Graham (Mbara & Graham, 2024) menunjukkan bahwa diversitas 

kepentingan internal di antara anggota BRICS sering kali menghambat 

pencapaian konsensus, termasuk dalam isu-isu seperti penyatuan mata uang 

atau reformasi lembaga global. dalam konteks ini, Indonesia harus 

mempertimbangkan efektivitas BRICS sebagai forum strategis sebelum terlalu 

mengintegrasikan diri (Mbara & Graham, 2024). Selain itu, dinamika domestik 

turut memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Aktor domestik 



Jurnal Dinamika Global Vol. 10 No. 2, Desember 2025 
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 

 379 

seperti elite politik, pelaku usaha, dan kementerian sektoral memiliki agenda 

yang kadang sering bertentangan, hingga dapat memicu kebijakan luar negeri 

yang tidak konsisten terhadap blok-blok internasional seperti BRICS 

(Mursitama et al., 2013).  

Penelitian terbaru oleh Putra, Akbar dan Aryaputra (Ahya & Putra, 2025) 

membaca keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS ialah sebagai langkah 

simultan yang menawarkan peluang  ekonomi (akses pasar, FDI, pembiayaan 

melalui NDB) dan menimbulkan dilema geopolitik ketergantungan asimetris 

terhadap anggota besar BRICS, serta resiko tekanan dari mitra Barat. Penelitian 

mereka menggunakan kerangka complex interpendence dan middle power 

diplomacy, serta merekomendasikan Indonesia menerapkan hedging/ dual track 

diplomacy untuk menjaga otonomi.  Disamping itu, keterkaitan teoritis yang di 

bahas oleh (Ahya & Putra, 2025) menafsirkan motif ekonomi strategis Indonesia 

yakni meliputi akses pembiayaan, pasar, dan energi sebagai gain dari 

kepentingan nasional yang bersentuhan dengan kepentingan vital dan strategis. 

Hal ini, sejalan dengan landasan realisme klasik di mana negara mengejar 

survival dan power melalui instrumen kebijakan luar negeri (Hans J. 

Morgenthau & Alfred A. Knopf, 1948) dan dapat diklasifikasikan menggunakan 

skema Holsti (vital, stategis dan kontingensi) (Holsti, 1974). Putra et al. memilih 

kerangka complex interpendence dan middle power diplomacy alih-alih realisme 

murni memberikan penekanan pada dimensi ekonomi/institusi (NDB, 

perdagangan) dan non militer. Namun, interpretasi mereka tetap kompatibel 

dengan realisme klasikal ketika menilai motif survival/power di balik keputusan 

bergabung dengan BRICS. Penelitian ini mengisi gap empiris, penerapan 

kategori Holsti untuk kasus BRICS dan Indonesia sehingga menjembatani teori 

realisme dan pendekatan neoliberal/ institusional kerja sama ekonomi. 

Lebih jauh lagi, dalam penelitiannya Evan Laksmana (Laksmana, 2025) 

mempertanyakan apakah manuver-manuver Indonesia berubah menjadi 

strategic alignment khususnya terhadap Cina. Laksmana menekankan bahwa 

indikator-indikator keamanan dan kerja sama militer/strategis sebagai tanda 
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keberpihakan (alignment), yang menjadi peringatan bagi negara seperti 

Indonesia yang ingin mempertahankan otonomi, dalam pembahasannya 

Laksmana menawarkan sudut pengamatan keamanan/pertahanan yang 

penting untuk mengecek resiko partitialty menjadi full alignment.  

Adapun analisis kebijakan menilai bahwa meskipun ada perubahan aktor 

pemerintahan, desain free and active Indonesia punya keberlanjutan artinya 

prinsip kebijakan memberikan legitimasi pada tindakan multi 

alignment/hedging (Saha, 2025). Liputan Reuters dan peristiwa diplomatik 

(kunjungan pejabat Cina/perjanjian perdagangan 2025) menegaskan bahwa 

hubungan bilateral Indonesia-Cina terus menguat dalam hal investasi hal ini 

memberikan bukti empiris bahwa dinamika ekonomi bilateral menjadi salah 

satu variabel penggerak dalam keputusan bergabung dengan  BRICS (Reuters, 

2025).  

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan pustaka ini semua sepakat 

bahwa tindakan Indonesia bersifat pragmatis yakni mencari keuntungan 

ekonomi sambil mencoba menjaga otonomi diplomatik. Oleh karena itu, hal ini 

menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS menghadirkan peluang 

dan tantangan yang kompleks. Studi-studi sebelumnya menekankan konflik 

antara orientasi non-blok Indonesia dengan karakter ideologis BRICS, serta 

potensi penguatan peran strategis Indonesia dalam forum global jika mampu 

mempertahankan prinsip bebas aktif secara lebih fleksibel. Namun, adanya 

perbedaan titik fokus pada pembahasan dari penelitian terdahulu yakni 

pembahasan di atas menitikberatkan dimensi ekonomi seperti (NDB, FDI) serta 

institusional OECD vs BRICS (Ahya & Putra, 2025). Pembahasan lainnya juga 

lebih konseptual dalam memperkenalkan partial multialignment dan indikator 

untuk mengukurnya (Wicaksana & Yakti, 2025), serta mengingatkan 

pentingnya indikator keamanan dan pertahanan negara untuk mendeteksi 

pergeseran dari hedging ke alignment (Laksmana, 2025). Berdasarkan penelitian 

terdahulu belum ada kajian yang secara sistematis dan spesifik membahas 

elaborasi klasifikasi kepentingan nasional Indonesia dalam BRICS 
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menggunakan pendekatan teoritis seperti yang dikemukakan oleh Morgenthau, 

Holsti atau Rosenau. Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas 

aktif, keterlibatan Indonesia dalam forum seperti BRICS memunculkan 

pertanyaan penting bagaimana Indonesia menavigasi posisi strategisnya di 

tengah dinamika geopolitik multipolar? Meskipun terdapat berbagai kajian 

terkait BRICS dan Indonesia, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif 

dan berfokus pada aspek ekonomi. Penelitian yang mengkaji keanggotaan 

Indonesia dalam BRICS berdasarkan perspektif kepentingan nasional masih 

terbatas. Penelitian ini berkontribusi untuk melengkapi penelitian terdahulu 

yang belum membahas kepentingan nasional Indonesia serta mengevaluasi 

tindak lanjut kebijakan luar negeri Indonesia di BRICS.  

Kerangka Penelitian 

Perspektif kepentingan nasional seperti yang dikemukakan oleh Hans J 

Morgenthau dalam Kepentingan nasional sebagai landasan kebijakan luar 

negeri dalam studi hubungan internasional (Hans J. Morgenthau & Alfred A. 

Knopf, 1948). Konsep kepentingan nasional menjadi titik tolak dalam 

merumuskan dan mengevaluasi kebijakan luar negeri suatu negara. 

Berdasarkan perspektif konseptual Hans J Morgenthau (1948), sebagai pelopor 

mazhab realisme klasik, Morgenthau menekankan bahwa politik internasional 

adalah perjuangan kekuasaan antar negara, dan keputusan luar negeri dimana 

hal ini didasarkan pada kepentingan nasional yang didefinisikan dalam 

kerangka kekuasaan. Menurut Morgenthau “The meaning of national interest is 

survival the protection of physical, political, and cultural identity against 

encroachments by other nations states” (Hans J. Morgenthau & Alfred A. Knopf, 

1948). Dengan kata lain, kepentingan nasional mencakup perlindungan 

terhadap eksistensi fisik, politik, dan budaya negara dari ancaman eksternal. 

Kepentingan tersebut menjadi kompas navigasi strategis bagi negara dalam 

mengarahkan keterlibatannya dalam dinamika internasional 

Lebih lanjut, secara mendalam teori kepentingan nasional realisme klasik 

Morgenthau menegaskan bahwa politik antar negara digerakkan oleh 
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kepentingan nasional yang esensial beberapa hal yang dianut ialah survival 

yakni benteng utama realisme klasik yang dipahami bahwa negara tidak hanya 

mempertahankan eksistensi fisiknya (teritorial, keamanan militer), tetapi juga 

kelangsungan identitas politik, budaya, dan sistem eksistensialnya terhadap 

tekanan eksternal. Power, ialah kemampuan materiil maupun non-materiil 

(ekonomi, diplomatik, posisi tawar) untuk mempengaruhi lingkungan 

internasional agar memenuhi kepentingan nasional. Strategic interest 

kepentingan yang lebih spesifik tetapi bersifat fundamental, misalnya menjaga 

akses terhadap sumber daya, keamanan maritim, menjaga keseimbangan 

kekuatan di wilayah sekitarnya. Jika mengaitkan dengan relevansi untuk 

Indonesia adanya keinginan kuat dalam menjaga otonomi diplomatik, yaitu 

bebas dari tekanan luar dalam keputusan luar negeri, namun tetap bisa 

melakukan hubungan dengan berbagai kekuatan besar tanpa harus merasa 

“terikat” ke pihak manapun. Di sisi lain, Indonesia juga ingin memperbesar 

pengaruh globalnya seperti dalam forum Global South, forum ekonomi 

internasional lainnya serta pemerintahan global agar dapat memajukan agenda 

nasionalnya dan ikut menentukan aturan internasional. 

Adapun dalam hal Supporting Concepts Free and Active Foreign Policy 

Doctrine (Politik luar negeri bebas dan aktif) lahir dari sejarah diplomasi 

Indonesia setelah kemerdekaan memiliki makna bebas memilih dengan siapa 

bekerja sama, tidak memihak blok kekuatan besar, tetapi akif dalam diplomasi 

internasional, multilateral, isu moral dan normatif seperti perdamaian, keadilan 

dan kerjasama Selatan-Selatan. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dan 

otonomi dapat memilih aliansi pragmatis, dan dapat mengambil posisi jika ada 

isu internasional yang sesuai dengan kepentingan dan nilai domestikanya. 

Selain itu, mengenai Multi-alignment Strategy/Partial Multi-Alignment 

bermaksud bahwa strategi diplomasi modern untuk negara berstatus middle 

power negara tidak berpihak sepenuhnya (fully aligned) ke satu blok kekuasaan, 

melainkan menyeimbangkan dengan menjalin hubungan strategis ke beberapa 

pihak sesuai kebutuhan seperti ekonomi, keamanan dan diplomasi. Hal ini 
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termasuk juga dalam “hedging” corporation dual/non-exclusive, retorika netral 

tapi menggunakan tindakan pragmatis dalam proyek kerja sama, sebagai 

tambahan dalam membantu negara Indonesia mempertahankan survival dan 

power dalam situasi multipolar, menjaga agar tidak terjebak dalam konflik 

antara kekuatan besar. Sebagaimana dijelaskan dalam konteks regional, 

hedging merupakan strategi keamanan untuk mengurangi risiko ancaman 

dengan tetap menjalin hubungan baik dengan kedua kubu yang bersaing (Azzqy 

& Awal, 2023). 

Menurut pandangan lainnya terkait klasifikasi kepentingan nasional oleh 

K.J Holsti (Holsti, 1974) mengelompokkan kepentingan nasional ke dalam empat 

kategori untuk memudahkan identifikasi dan analisis kepentingan nasional 

secara sistematis yaitu: vital, strategis, sekunder, kontingensi. Relevansi 

kerangka teori dalam penelitian menggunakan konsep perspektif nasional dari 

Morgenthau, Holsti. Dengan kerangka yang telah di jabarkan penelitian ini 

mengklasifikasi kepentingan Indonesia secara (vital, strategis dan sekunder) 

secara sistematis, menganalisis posisi bebas aktif Indonesia dalam aliansi 

multipolar BRICS serta mengevaluasi apakah keanggotaan tersebut konsisten 

atau justru bertentangan dengan nilai dasar kebijakan luar negeri Indonesia. 

Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research), dengan 

menggunakan metode kualitatif, data dicari menggunakan keyword seperti 

BRICS, Indonesia, Foreign Policy, dan National interest peneliti menggunakan 

VOSviewer. Data diperoleh dari Scopus berdasarkan pemetaan bibliometrik 

melalui VOSviewer, Selama ini, kajian yang menggunakan kata kunci BRICS 

dan Indonesia cenderung terpusat pada aspek ekonomi makro, seperti 

perdagangan, pasar, dan pembangunan (sebagaimana terlihat dalam kluster 

market, development, dan growth). Di sisi lain, topik strategis seperti 

kepentingan nasional Indonesia dalam kerangka teori hubungan internasional 

masih belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan perspektif kepentingan 
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nasional dari Hans J. Morgenthau guna menganalisis posisi dan dinamika 

Indonesia sebagai anggota BRICS setelah tahun 2025. Data dalam penelitian ini 

dianalisis melalui pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman 

mendalam mengenai motif kepentingan nasional politik luar negeri Indonesia 

dalam bergabung dengan BRICS. Sumber data yang digunakan bersifat 

sekunder, terdiri dari 85 artikel jurnal scopus yang diterbitkan antara tahun 

2020 hingga 2025, serta berbagai sumber berita seperti BBC, CNBC, dan situs 

resmi pemerintah Indonesia. 

Gambar 1. Pemetaan Bibliometrik dengan Kata Kunci BRICS 

 

PEMBAHASAN 

Keanggotaan resmi Indonesia dalam BRICS pada tahun 2025 merupakan 

momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia, yang menandai perubahan 

arah keterlibatan global sekaligus membuka pertanyaan mendalam tentang 

bagaimana Indonesia menavigasi arah kepentingan nasionalnya dalam forum 

multipolar. Berdasarkan analisis literatur terkini menggunakan Scopus, 

ditemukan bahwa pembahasan mengenai BRICS secara umum telah 

berkembang dengan pesat, terutama dalam isu-isu makroekonomi, investasi, 

peran geopolitik, dan tantangan multilateral. Namun demikian belum terdapat 
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kajian ilmiah secara spesifik membahas keanggotaan Indonesia pasca 

bergabung dalam BRICS, baik dari sisi kebijakan luar negeri, strategi geopolitik, 

maupun kepentingan nasional. 

Hasil pemetaan dalam Scopus menunjukkan bahwa kajian BRICS banyak 

berfokus pada aspek ekonomi seperti peningkatan investasi langsung asing 

(FDI), integrasi pasar modal, dan prediksi indikator makroekonomi melalui 

model hibrid misalnya kombinasi regresi linear dan jaringan saraf tiruan. BRICS 

juga ditandai sebagai kekuatan kolektif dengan ekonomi yang saling melengkapi 

yang berkontribusi pada dominasi ekonomi yang meningkat dari 10% PDB 

dunia pada 1990 menjadi sekitar 25% dalam beberapa tahun terakhir. Namun 

di tengah perhatian besar terhadap dinamika makroekonomi dan tatanan global 

baru, posisi Indonesia sebagai negara anggota baru berasal dari Asia Tenggara 

belum menjadi subjek kajian strategis yang mendalam, khususnya dalam 

perspektif kebijakan luar negeri dan realisme politik internasional. Melalui 

pendekatan konseptual berdasarkan pemikiran Hans J. Morgenthau tentang 

kepentingan nasional yang berada dalam wadah realisme klasik, di dalam 

kerangka realisme kepentingan nasional adalah konsep sentral. Morgenthau 

menekankan bahwa politik antar negara di dorong oleh kepentingan nasional 

yang didefinisikan dalam bentuk kekuasaan. Dalam teori realisme klasik yang 

dikembangkan oleh Morgenthau, konsep kepentingan nasional merupakan 

landasan utama dalam menjelaskan perilaku negara dalam hubungan 

internasional yang di definisikan dalam bentuk kekuasaan serta klasifikasi yang 

ditawarkan oleh K.J Holsti, memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam 

tatanan multipolar yang sedang terbentuk. Dalam konteks realisme klasik, 

langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia bertindak secara rasional dalam 

mengejar survival dan kemakmuran nasional.  
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Tabel 1. Contoh Penerapan BRICS Berdasarkan Jenis Kepentingan 

Jenis 

kepentingan 

Penjelasan Contoh penerapan 

konteks BRICS 

Vital  Menyangkut kelangsungan 

hidup negara seperti keamanan 

nasional dan stabilitas ekonomi  

Akses pembiayaan dari 

BRICS New Development 

Bank (NDB): ketahanan 

energi dan pangan 

Strategis  Menunjang posisi dan pengaruh 

negara di Kawasan atau dunia 

internasional 

Peran aktif Indonesia di 

Global South dan 

reformasi tata Kelola 

global 

Sekunder  Tidak secara langsung 

mempengaruhi kelangsungan 

hidup negara, namun tetap 

penting 

Transfer teknologi kerja 

sama riset, Pendidikan 

dan digitalisasi 

Kontingensi  Kepentingan yang muncul akibat 

kondisi tertentu atau perubahan 

situasi 

Respons terhadap 

ketegangan antara blok 

Barat- BRICS posisi 

netral dalam konflik 

geopolitik 

    

Klasifikasi ini berguna untuk melihat Tingkat urgensi dan prioritas dari 

berbagai kepentingan yang dimiliki Indonesia dalam forum seperti BRICS 

(Holsti, 1974). BRICS menyediakan ruang untuk memenuhi kepentingan 

strategis Indonesia dalam skala internasional. Sebagai negara demokratis di 

Kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi ekonomi menengah dan jaringan 

diplomatik luas. Indonesia memiliki posisi unik untuk memperkuat suara Global 

South dalam isu-isu global seperti reformasi tata kelola lembaga internasional 

(PBB, IMF, WTO), transformasi digital, dan perubahan iklim. Dalam kerangka 

BRICS+. Keterlibatan aktif Indonesia juga membuka jalan bagi diplomasi 
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Kawasan Asia Tenggara untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam 

agenda pembangunan global. Kendati demikian, hasil penelitian ini juga 

menggarisbawahi dilema normatif yang muncul dalam konteks prinsip bebas 

aktif. Sejak 1948, prinsip ini menjadi fondasi utama Indonesia dalam 

merumuskan arah diplomasi Indonesia. Sebagaimana ditekankan oleh 

Mohammad Hatta bahwa Indonesia harus bebas dari keterikatan blok mana 

pun namun tetap secara aktif bersuara dan berkontribusi dalam mewujudkan 

perdamaian dan keadilan dunia. Dalam forum seperti BRICS yang sering 

dianggap sebagai koalisi tandingan terhadap dominasi negara Barat, Indonesia 

dihadapkan pada resiko identifikasi sebagai bagian dari blok tertentu. Resiko 

ini dapat berimplikasi pada hubungan bilateral maupun regional, terutama 

dengan mitra tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan 

Jepang. 

Kepentingan Ekonomi dan Finansial 

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS memberikan akses peluang 

strategis ke dalam fondasi ekonomi nasional. Akses terhadap pembiayaan 

alternatif melalui BRICS New Development Bank (NDB) menjadi instrumen 

penting untuk mendukung pembangunan  dan mekanisme pembiayaan lain 

dalam proyek-proyek nasional strategis seperti infrastruktur, energi dan 

transformasi digital (Sazmand, 2024). Hal ini penting untuk menjaga stabilitas 

ekonomi nasional serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan 

Barat seperti IMF dan Bank Dunia.  

Literasi dari Scopus menggaris bawahi bahwa BRICS semakin menjadi 

pusat kekuatan ekonomi baru yang saling melengkapi, sehingga peluang 

pembiayaan dan kerja sama ekonomi lebih terbuka (Sumadinata, 2024).  Selain 

itu, BRICS membuka jalan bagi diversifikasi ekonomi melalui perluasan pasar 

ekspor ke negara-negara non-Barat yang berjumlah lebih dari tiga miliar jiwa, 

dengan komoditas utama Indonesia seperti CPO, batu bara, dan tekstil memiliki 

peluang penetrasi yang lebih luas. Dari perspektif realisme klasik, langkah ini 
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mencerminkan kepentingan vital Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi 

dan kelangsungan hidup nasional (Balitbang, 2025). 

Leverage Diplomatik dan Solidaritas Global South  

Penguatan posisi diplomatik dan peran Indonesia di Global South sebagai 

bentuk kepentingan strategis. BRICS menjadi salah satu wadah bagi negara-

negara berkembang memberikan Indonesia kesempatan sebagai ruang dalam 

memperkuat perannya sebagai middle power yang aktif di kawasan Asia 

Tenggara dan Global South, melalui forum keanggotaan ini Indonesia berpotensi 

memiliki peran lebih besar dalam isu keadilan global, termasuk reformasi tata 

kelola lembaga internasional serta meningkatkan kapasitas diplomasi Indonesia 

dalam agenda reformasi tata kelola dunia seperti reformasi Dewan keamanan 

PBB, dan memperkuat posisi tawar di forum internasional lainnya (Vorotnikova, 

2025).  

Literatur yang menjadi sumber data menegaskan bahwa Indonesia dapat 

menggunakan BRICS sebagai panggung untuk mengartikulasikan kepentingan 

regional dan globalnya (Wicaksana & Yakti, 2025). Mereka menyebut bahwa 

konsep non-alignment tradisional tidak lagi cukup, Indonesia kini memakai 

partial multi-alignment, yakni berjaring strategis ke banyak aktor tanpa ikatan 

eksklusif. Perbedaannya (Wicaksana & Yakti, 2025) lebih konseptual empiris 

dalam mendefinisikan istilah partial multi-alignment dan memberikan kerangka 

kritis untuk mengukur derajat alignment. 

Doktrin Politik Luar Negeri dan Otonomi Strategis 

Sejak awal kemerdekaan, politik luar negeri bebas aktif menjadi fondasi 

utama Indonesia dalam diplomasi. Dalam konteks multipolaritas saat ini, 

prinsip tersebut dijalankan secara adaptif melalui strategi multialignment 

menjalin kemitraan dengan berbagai kekuatan tanpa terikat pada blok tertentu 

(Anwar, 1994). Bergabung dengan BRICS, Indonesia menunjukkan fleksibilitas 

untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan politik sambil tetap melanjutkan 

hubungan dengan OECD dan mitra tradisional lainnya (Rosyidin, 2023). Strategi 
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ini mencerminkan upaya menjaga otonomi diplomatik, sekaligus menghindari 

jebakan rivalitas kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Cina (Pugliese, 

2024). 

Resiko dan Tantangan 

Selain itu, tantangan dan resiko geopolitik dan internal berupa 

ketegangan hubungan dengan mitra tradisional Barat dan kompleksitas 

mengelola perbedaan kepentingan dalam forum BRICS yang beranggotakan 

negara dengan latar belakang dan agenda berbeda (Patrick, 2024). Namun 

demikian, dinamika domestik yang melibatkan berbagai aktor politik dan 

ekonomi berpotensi mempengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia 

dalam BRICS. Studi terkait menyoroti perlunya diplomasi cermat dan 

manajemen kepentingan yang baik untuk mengatasi tantangan ini (Mursitama 

et al., 2013). Meskipun menawarkan peluang besar, keanggotaan Indonesia di 

BRICS menghadirkan sejumlah tantangan.  

Pertama, terdapat resiko keberpihakan strategis partiality yang dapat 

melemahkan kredibilitas poliik bebas aktif Indonesia, khususnya jika dominasi 

Cina dan Rusia semakin menekankan proses pengambilan keputusan di BRICS 

(Laksmana, 2025). Kedua, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan dari mitra 

tradisional seperti Amerika, Jepang dan Uni Eropa, yang dapat memengaruhi 

hubungan dagang, diplomasi, maupun dukungan politik di forum internasional 

(Patrick, 2024). Pada tingkat domestik, koordinasi antar kementerian dan aktor-

aktor politik serta ekonomi menjadi faktor yang dapat menentukan konsistensi 

kebijakan politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia 

di BRICS sangat ditentukan oleh kapasitas manajemen diplomasi adaptif dalam 

menjaga keseimbangan antara peluang ekonomi dan resiko geopolitik 

(Mursitama et al., 2013).   

Dalam menjaga prinsip poliik luar negeri bebas aktif secara adaptif 

Indonesia mempertanakan prinsip tersebut dengan secara aktif melalui strategi 

multi-alignment, yakni berperan aktif tanpa terjebak dalam blok kekuatan 
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tertentu. Hal ini menunjukkan, fleksibilitas diplomasi Indonesia dalam menjaga 

otonomi strategisnya di tengah persaingan global, sebagaimana dipaparkan 

dalam literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan dinamika 

persaingan AS-Cina (Pugliese, 2024).  Sedangkan dalam pendekatan dinamis 

terhadap kepentingan nasional James N. Rosenau (J. Rosenau, 2006) 

menekankan bahwa kepentingan nasional bisa berubah tergantung pada 

konteks domestic dan internasional, serta persepsi aktor-aktor politik. 

Menurutnya definisi kepentingan nasional bisa berubah tergantung siapa yang 

memformulasikan dan dalam kondisi apa. Dalam kerangka ini, keanggotaan 

Indonesia di BRICS tahun 2025 dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi kebijakan 

luar negeri terhadap dinamika global dan kebutuhan domestic. Rosenau 

menekankan “national interest is a constructed among elite actors and shifts 

based on political demands and international positioning” Rosenau, (J. N. 

Rosenau, 2006).  

Prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia sebagai panduan 

semenjak kemerdekaan Indonesia telah menganut prinsip politik luar negeri 

bebas dan aktif. Dalam pidato historisnya pada tahun 1948, Mohammad Hatta 

wakil presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa “politik luar negeri bebas 

aktif ialah, Indonesia secara bebas tidak memihak kekuatan manapun yang 

bertentangan dalam dunia ini. Aktif, karena kami bekerja untuk perdamaian 

dunia dan menhaus penjajahan di seluruh muka bumi” (hatta, 1948) (Sadewa 

& Hakiki, n.d.). Dalam konteks keanggotaan Indonesia bergabung dengan 

BRICS, prinsip ini menjadi relevan karena Indonesia tidak boleh terjebak dalam 

poros geopolitik tertentu (blok Timur ataupun blok Barat), Indonesia harus 

menekankan prinisip ini agar keterlibatan dalam BRICS dimaknai sebagai 

strategis aktif untuk memperkuat posisi Indonesia tanpa kehilangan otonomi 

diplomatiknya.  

Lebih lanjut, prinsip ini memungkinkan Indonesia menjadi jembatan 

antara kekuatan besar, dan memainkan peran sebagai middle power dalam 

sistem multipolar. Anwar menambahkan prinsip bebas aktif juga bersifat 
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fleksibel dan adaptif, seperti yang di bahas oleh Dewi Fortuna bahwa “bebas 

aktif bukanlah netralitas yang secara mutlak, tetapi kemampuan untuk 

menjalankan diplomasi tergantung secara eksklusif pada kekuatan besar 

tertentu (Anwar, 1994). Dari sisi prinsip, Indonesia dikenal dengan kebijakan 

luar negeri “bebas aktif” yang berangkat dari semangat non-blok dan otonomi 

strategis. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga hubungan 

seimbang dengan kekuatan besar seperti aliansi Amerika Serikat dan Cina 

tanpa terikat pada aliansi ideologis militer. Menurut (Lau, 2024) dan (Rosyidin, 

2023) menunjukkan bahwa prinsip ini menjadi salah satu faktor penghambat 

bagi Indonesia untuk secara tegas memihak pada blok tertentu, termasuk 

BRICS, yang dalam banyak hal dipersepsikan sebagai entitas tandingan 

terhadap dominasi Barat.  

Dari segi sisi manfaat, sejumlah studi memperlihatkan keanggotaan 

BRICS dapat memperkuat pengaruh global dan posisi negosiasi Indonesia dalam 

tatanan multipolar yang sedang terbentuk. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

(Wicaksana & Yakti, 2025) dan (Vorotnikova, 2025) menekankan bahwa aliansi 

seperti BRICS memberikan ruang bagi negara berkembang untuk 

mendiversifikasi aliansi dan meningkatkan kapasitas diplomatik dalam forum 

global, hal ini selaras dengan strategi multi-alignment yang mulai dijalankan 

Indonesia. Keuntungan lainnya dikemukakan dalam literatur adalah peluang 

peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi, terutama melalui hubungan 

yang semakin erat dengan Cina dimana posisinya sebagai mitra utama BRICS 

dan investor besar di Indonesia, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur 

strategis seperti dari visi poros  maritim dunia (Tjhin, 2012). 

Walaupun demikian, prinsip bebas aktif bersifat adaptif, bukan menjadi 

hal yang kaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Dewi Fortuna Anwar (1994), 

kebijakan luar negeri Indonesia tetap bisa bebas aktif dalam arti tidak tunduk 

secara ideologis, tetapi mampu melakukan arah diplomatik berdasarkan 

kalkulasi kepentingan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam 

BRICS justru bisa menjadi ekspresi baru dari prinsip tersebut yakni aktif 
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memperjuangkan kepentingan strategis nasional dalam kerangka kerja sama 

multipolar, tanpa harus kehilangan independensi atau kredibilitas sebagai 

negara non-blok. Dalam aspek yang disebutkan, penelitian ini juga menegaskan 

pentingnya diplomasi adaptif bagi Indonesia. Keikutsertaan dalam BRICS harus 

dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat daya tawar Indonesia 

secara global, sekaligus mempertahankan jati diri politik luar negeri yang bebas 

aktif. Indonesia perlu mengambil peran sebagai penyeimbang dan jembatan 

komunikasi antara poros kekuatan besar dunia, serta memimpin agenda-

agenda progresif di dalam BRICS, termasuk kerja sama pembangunan 

berkelanjutan, tata kelola digital dan pemberdayaan ekonomi negara-negara 

berkembang.  

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keanggotaan 

Indonesia dalam BRICS adalah pilihan strategis yang selaras dengan prinsip 

realisme dalam hubungan internasional. Namun implementasinya harus 

dijalankan dengan kehati-hatian yang normatif agar tidak menyimpang dari 

prinsip kebijakan luar negeri nasional. Dalam konteks belum tersedianya kajian 

yang membahas posisi Indonesia secara mendalam pasca keanggotaan BRICS, 

studi ini menawarkan sumbangsih teoritis dan praktis yang signifikan bagi 

akademisi dan perumus kebijakan luar negeri untuk Indonesia di masa depan.  

KESIMPULAN  

Keanggotaan resmi Indonesia dalam pada tahun 2025 mencerminkan 

langkah strategis dalam arah baru kebijakan luar negeri Indonesia yang 

dilandasi oleh kepentingan nasional dan prinsip bebas aktif. Berdasarkan data 

literatur dari 85 artikel ilmiah Scopus, sumber berita internasional, serta 

pendekatan teoritis realisme klasik ala Hans J. Morgenthau dan klasifikasi 

kepentingan nasional K.J Holsti, ditemukan bahwa keanggotaan Indonesia 

dalam BRICS memenuhi kepentingan vital seperti stabilitas ekonomi dan 

pembiayaan pembangunan melalui NDB, serta kepentingan strategis berupa 

peningkatan daya tawar diplomatik di tingkat global. Meski, dihadapkan pada 

tantangan geopolitik dan dilema normatif terhadap prinsip bebas aktif.  
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Indonesia menunjukkan kemampuan adaptif melalui pendekatan multi-

alignment dan posisi sebagai middle power yang menjembatani blok kekuatan 

besar. Penelitian ini bisa mengisi kekosongan dalam kajian akademik yang 

sebelumnya belum banyak membahas posisi Indonesia secara teoritis pasca 

resmi menjadi anggota BRICS. Dan menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia 

dalam forum  multipolar ini tidak hanya memperkuat posisi globalnya, tetapi 

juga menjadi ekspresi baru dari diplomasi bebas aktif yang lebih fleksibel, 

fungsional, dan kontekstual di tengah dinamika tatanan dunia yang berubah.  
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